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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberi kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peristiwa mail order bride merupakan isu atau fenomena sebenernya 

sudah terjadi dari dahulu, namun pada tahun 2019 peristiwa mail order 

bride menjadi trending topic sehingga perlu kejelasan hukum, karena 

stigma atau pandangan masyarakat menjadi simpang siur karena ada unsur 

perdagangan orang, namun mail order bride dapat dikategorikan 

penyelundupan manusia ketika dokumen keimigrasiannya dipalsukan. 

Dalam peristiwa mail order bride pernikahan yang dilangsungkan tidak 

sah, karena hanya menikah secara nikah siri atau nikah di bawah tangan, 

dan tidak dicatat di KUA (Agama Islam) Catatan Sipil (Agama Non-

Islam). Perbuatan yang dilakukan oleh agen biro jodoh (mak comblang) 

merupakan perbuatan “eksploitasi” atau dengan kata lain bisnis wanita 

untuk para pria warga negara asal tiongkok, hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa modus operandi dalam hal perdagangan orang. Kemudian 

pasangan mail order bride melakukan hubungan kontraktual dalam 

pernikahannya atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam mail order 

bride dilakukan dibungkus dengan perkawinan, namun mereka tidak 

menyadari bahwa perbuatannya termasuk perbuatan zinah menurut norma 

agama yang berlaku karena pernikahan mereka tidak sah dimata hukum. 

Para pria warga negara asal tiongkok yang dapat dikatakan sebagai pelaku 

mail order bride harus dipidana karena membantu melakukan proses mail 

order bride dengan bekerjasama biro jodoh (mak comblang) dalam hal 

mencari dan menikahkan wanita Indonesia untuk dijadikan istri dan 

dibawa ke Negara Tiongkok. Selain itu, merujuk dari peristiwa mail order 

bride bahwa peritiwa tersebut dikatakan kejahatan apabila adanya tindak 

pidana lainnya yang disertai pada peristiwa tersebut, sepertinya adanya 
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unsur eksploitasi, adanya pemalsuan dokumen, adanya perbuatan suap 

kepada aparatur negara atau petugas yang berwenang, dan perbuatan yang 

lainnya yang termasuk kedalam tindak pidana. Dan kemudian jika 

merujuk pada beberapa hal yang terjadi di dalam peristiwa mail order 

bride bahwa adanya peristiwa-peristiwa yang tidak adanya atau tidak 

disertai perbuatan kejahatan atau tindak pidana lainnya maka hal tersebut 

tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan, namun untuk mengatasi 

perbuatan tersebut maka harus ada pencegahan dari pemerintah dan 

meningkat pendidikan wanita yang berada dalam kondisi atau status 

pendidikan rendah, agar mereka terhindar dari perkawinan mail order 

bride atau perkawinan kontrak lainnya baik yang disertai modus operandi 

perdagangan orang maupun yang tidak disertai perbuatan apa pun atau 

yang dapat dikatakan tidak ada sama sekali perbuatan tindak pidana. 

2. Dengan demikian bahwa peristiwa mail order bride harus mendapatkan 

perlindungan secara khusus, yaitu dengan adanya perlindungan hukum 

dengan cara negara memproteksi dalam hal keimigrasian dan aparatur 

negara dalam pencatat administrasi pernikahan, serta pemerintah Indonesia 

harus membuat aturan baru secara otentik tentang peraturan tentang “Mail 

Order Bride”. Aturan tentang “Mail Order Bride” harus dibuat dan 

diberlakukan karena faktor utama dari peristiwa mail order bride yaitu 

dengan adanya perbedaan budaya antara Negara Indonesia dan Negara 

Tiongkok merupakan faktor terjadinya mail order bride, karena budaya 

kedua negara tersebut sangat amat berbeda sehingga apa yang benar di 

budaya Indonesia belum tentu benar dalam budaya Tiongkok, sebaliknya 

pun begitu, kemudian dengan adanya double criminality principle maka 

kejahatan mail order bride harus ada aturan yang mengatur secara konkrit, 

bahkan untuk mengatasi harus adanya perjanjian bilateral antara Negara 

Indonesia dengan Negara Tiongkok agar tidak terjadi lagi peristiwa mail 

order bride dalam bentuk modus operandi lainnya. Selain untuk 

memproteksi perisitiwa mail order bride yang disertai dengan kejahatan, 

lalu peristiwa mail order bride yang tidak disertai dengan tindak pidana 
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lainnya harus dicegah dan diatasi agar peristiwa mail order bride 

berkurang dengan cara mengadakan pendidikan untuk wanita-wanita 

Indonesia yang putus sekolah atau mempunyai tingkat pendidikan yang 

rendah, agar mempunyai pemahaman bahwa pernikahan bukan suatu hal 

yang untuk disalahgunakan bahkan untuk dipermainkan seenaknya saja, 

lalu membuat pemahaman khusus untuk perbuatan mail order bride yang 

disertai dengan tindak pidana dan mail order bride  yang tidak disertai 

dengan tindak pidana, namun tetap harus dicegah agar tidak menimbulkan 

perbuatan kejahatan lainnya. 

 

5.2 SARAN 

 Agar peristiwa mail order bride tidak terjadi lagi, dengan begitu butuhnya 

cara mengatasinya, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi tentang mail order bride kepada masyarakat dalam 

bentuk jurnal, atau mengadakan seminar tentang mail order bride yang 

bekerja sama dengan KOMNAS HAM atau KOMNAS WANITA, agar 

pemahaman tentang mail order bride merata kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan koordinasi di antara aparat penegak hukum, baik dari sisi 

keimigrasian maupun dari sisi administrasi catatan perkawinan dengan 

masyarakat sekitar untuk mengawasi terjadinya peristiwa mail order bride. 

3. Membuat aturan hukum yang baru dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang membahas secara khusus dan konkrit mengenai peristiwa 

“Mail Order Bride” 

4. Memperluas kerjasama Indonesia di antara wilayah dalam negeri dan luar 

negeri mengenai yurisdiksi tindak pidana yang berunsur adanya 

“eksplotasi” wanita.  

5. Mengadakan rapat antara pemerintahan Negara Indonesia dengan 

pemerintahan Negara Tiongkok dalam hal membicarakan untuk menyikapi 

peristiwa “Mail Order Bride” dengan tujuan membuat perjanjian bilateral 

untuk mengatasi peristiwa mail order bride yang notabenenya melibatkan 

warga negara Indonesia dan warga negara Tiongkok. 
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6. Meningkatkan pendidikan wanita-wanita yang tergolong berpendidikan 

rendah, agar mempunyai pemahaman yang baik dan luas akan ilmu yang 

ada. 

7. Mengadakan pencegahan sejak awal baik dari pihak orang tua mau pun 

dari pihak pemerintahan untuk mengatasi perbuatan mail order bride  

8. Memberikan indikasi kepada para wanita di Indonesia agar mengetahui 

bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan tidak dapat 

disalahgunakan begitu saja, apalagi untuk dijadikan bisnis. 
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